PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JLN. PATTIMURA NO.2 PEKANBARU TELP. (0761) 44341 FAX. (0761) 44342
PEKANBARU

KODE POS. 28131

Pekanbaru, 24 Februari 2018
Nomor :524/PKH-SEKR/2018/ 7(04

Sifat E Kepada
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Yth. Kepala Bappeda Provins Riau
Hal : Penyampaian Penyempurnaan Indikator di-

Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan PEKANBARU

dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor : 050/Bappeda-
Sekr/89.03 tanggal 23 Februari 2018 Perihal Penyempurnaan Indikator Kinerja (IKU)
Organisasi Perangkar Daerah (OPD), maka bersama ini disampaikan Penyempurnaan

IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

drh. ASKARDIYA. R. PATRIANOV.MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19591117 198303 1 005

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Plt. Gubernur Riau (sebagai laporan)

2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru



gy PEMERINTAH PROVINSI RIAU
- IDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JI. Pattimura No. 2 Telp. (0761) 44341, Fax. (0761) 44342 Kode Pos 28131
PEKANBARU

W
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU
Nomor : 524 /Kpts/PKH-SEKR// y07 /2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta
akuntabilitas perangkat daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama
Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka peningkatan tertib administrasi dokumen
perencanaan dan optimalisasi pengukuran kinerja pembangunan di
Provinsi Riau serta untuk mendukung rangkaian sistematik Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diperlukan penetapan
Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b diatas perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Mengingat : I. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang dan Lembaran
Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4614);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga
negara RI Nomor 5587) sebagaimana tekah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4014);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi '
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 W

Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Rl Nomor 4815), \/\/
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberpa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 9);

11, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahunn 2014-
2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
KINERJA PROGRAM DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN PROVINSI RIAU

Pertama - Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua - Setiap Pejabat yang menduduki jabatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Provinsi Riau agar dapat menjadikan Indikator Kinerja Utama
sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau setiap tahunnya berdasarkai
kerangka waktu tercantum dalam dokumen dimaksud, \v
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Ketiga

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan seperlunya.

\{QEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEF

2
3.
4

Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
Bapak Wakil Gubernur Riau di Pekanbaru:
Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru:
Kepala Inspektorat Provinsi Riau di Pckanbaru.

£ 0
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Ditetapkan di
Pada Tanggal

. Pekanbaru

PROVINSI

Drh. ASKARDIY /

21 Februari 2018

AN HEWANW
/

. PATRIANOV, MP

Pembina Utama Madya
NIP, 19591117 198303 1 005

P
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